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PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA TALU
@ N3N =0 PR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada

tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak

antara:
Rudi Gunawan bin Wahidin Rachmad , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman No. 03, Jorong Pasaman
Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;
Melawan

Ane Putri Yanti binti Sutan Kamenan , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Labuah Lurus
Katimaha, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2016 telah
mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Talu, dengan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 13 Juli 2016, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016, Pemohon telah melangsungkan
perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan
Duplikat Buku Nikah Nomor 404/DN/2016 tertanggal 13 Juli 2016 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/048/1/2016, tertanggal 13 Juli 2016, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman

Barat;
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2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama

membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Katimaha, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;;

3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga
yang baik, namun sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah,
yakni Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan seringkali membantah
perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni Termohon
lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama
semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2016, karena Pemohon merasa tidak
tahan lagi mendengar kata-kata kasar Termohon, Pemohon pergi dari kediaman
bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai
sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon
sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan
harmonis bersama Termohon,;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan
ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cgq. Majelis Hakim yang

menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Rudi Gunawan bin Wahidin Rachmad) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ane Putri Yanti binti Sutan
Kamenan) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk
bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 404/DN/2016 tertanggal 13 Juli 2016
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/048/1/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang
dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir,
kemudian Ketua Mejelis meneliti dan mencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya,
ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi:
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Ika Samarawati binti Wahidin Rachmad, di bawah sumpahnya memberikan

Y4
= |

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa isteri Pemohon bernama Ane (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 29 Januari 2016 di
Wilayah Kua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Jorong katimaha, Nagari Lingkuan Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tanggal 4 Juni 2016, Pemohon pergi dari
kediaman bersama karena adanya pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon
dengan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada
Saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkeran antara Pemohon dan Termohon menurut
cerita Pemohon kepada Saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut
cerita Pemohon kepada skasi adalah karena sebelum ramadhan Termohon
tidak mau Pemohon suruh pergi bersilaturahmi dan minta maaf ke tempat
orang tua dan kakak-kakak Pemohon. Maunya Termohon minta maafnya
melalui sms saja, padahal rumah orang tua Pemohon dekat dari tempat
kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 4 Juni
20186;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
pernah dirukunkan, tatapi saksi sebagai kakak Pemohon sudah menasehati
Pemohon agar berbalik kembali dengan Termohon, karena Termohon
sekarang sedang hamil, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan;
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- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dibantu oleh orang tua

Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu kalau Termohon sedang sakit

dan akan di operasi;

2. Eni Indrawati binti Wahidin Achmad, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
- - Bahwa isteri Pemohon bernama Ane (Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 29 Januari 2016 di
Wilayah Kua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Jorong katimaha, Nagari Lingkuan Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tanggal 4 Juni 2016, Pemohon pergi dari
kediaman bersama karena adanya pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon
dengan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada
Saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkeran antara Pemohon dan Termohon menurut
cerita Pemohon kepada Saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut
cerita Pemohon kepada skasi adalah karena sebelum ramadhan Termohon
tidak mau Pemohon suruh pergi bersilaturahmi dan minta maaf ke tempat
orang tua dan kakak-kakak Pemohon. Maunya Termohon minta maafnya
melalui sms saja, padahal rumah orang tua Pemohon dekat dari tempat
kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 4 Juni
2016;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
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- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

pernah dirukunkan, tatapi saksi sebagai kakak Pemohon sudah menasehati
Pemohon agar berbalik kembali dengan Termohon, karena Termohon
sekarang sedang hamil, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dibantu oleh orang tua
Pemohon;

- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu kalau Termohon sedang sakit

dan akan di operasi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-
dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus
diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk

bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum
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~acara khusus (lex specialis), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan

dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 dan 6, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka
3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka ......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka
3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi2 terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan
belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana
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disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah

berpisah rumah selama .... tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah
tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak raj’i satu kali,
maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu, diperintahkan untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rudi Gunawan bin Wabhidin
Rachmad ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ane
Putri Yanti binti Sutan Kamenan ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasaman , Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi
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. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Rudi Gunawan bin Wahidin Rachmad ) untuk
membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Ane Putri Yanti binti Sutan
Kamenan ) berupa :

2.1. Nafkah Madiyah Pengguat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.

1.500.000 ( satu jta lima ratus ribu rupiah) ;

2.2. Mut'ah berupa cicin emas seberat 1 (satu) emas;

2.3. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.

2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menolak Gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27
Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Betnawati sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril
Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masdi,

SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH Dra. Betnawati
Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, SHI
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Panitera Pengganti,

Masdi, SH

Perincian Biaya:

Biaya PendaftaranRp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya Panggilan Rp 300.000,-

Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 391.000,-

Eal A i
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